SALINAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN DANA DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
mengalami penyederhanaan agar dapat berjalan lebih
efektif dan efisien, sehingga perlu penyesuaian pada
pelaksanaan program melalui pelimpahan kewenangan
dana dekonsentrasi;

b. bahwa Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pelimpahan Kewenangan Dana Dekonsentrasi Kepada
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
belum  menampung  perkembangan  kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diubah;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan



Mengingat

Keluarga Berencana Nasional tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pelimpahan Kewenangan Dana Dekonsentrasi Kepada

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S080);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pelimpahan Kewenangan Dana Dekonsentrasi Kepada

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Menetapkan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1733);

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DANA
DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dana
Dekonsentrasi Kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1733) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Rencana Program yang dibiayai melalui Dana
Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
a. program dukungan manajemen; dan
b. program pembangunan keluarga,

kependudukan, dan keluarga berencana.



(2) Besaran anggaran untuk rencana Program
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 2
(dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal
9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Penarikan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan dapat dilakukan apabila:

a. urusan pemerintahan tidak dapat
dilanjutkan karena Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengubah
kebijakan; dan/atau

b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(la) Dalam  hal urusan  pemerintahan  yang

dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat dilanjutkan, penarikan urusan

pemerintahan dapat dilakukan apabila:

a. penganggaran urusan pemerintahan dalam
bentuk program dan kegiatan telah
disediakan oleh Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta; dan

b. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta mengusulkan wuntuk dihentikan
sebagian atau seluruhnya dengan
kesanggupan untuk tetap dapat mencapai
tujuan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan.

(1b) Penarikan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la) meliputi
sebagian atau seluruh level:

a. program,;



b. kegiatan;

c. Kklasifikasi rincian output;
d. rincian output;

e. komponen; atau

f. sub komponen.

(2) Penarikan pelimpahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKKBN dan
tembusannya disampaikan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan, dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional.

(3) Penetapan oleh Kepala BKKBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran
dalam dokumen anggaran dan penghentian

pencairan Dana Dekonsentrasi.

Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1782
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